Agama dan Kohesi Sosial’)

Kuntowijovo

1. Pendahuluan

alam “Penjelasan tentang Undang-

Undang Dasar Negara Indonesia” di-
katakan bahwa"... negara berdasarkan
atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan ber-
adab®. Apa sebabnya kata-kata “kemanu-
siaan yang adil beradab® periu ditambah-
kan pada Ketuhanan Yang Maha Esa?
Mengapa Tuhan yang abadi harus diba-
tasi oleh manusia yang sementara? Per-
tanyaan yang selalu menggoda setiap
peserta penataran P-4 ini mempunyai ja-
waban yang mungkin menyakitkan hati
peseria yang saleh. Tanpa ilustrasi em-
piris sakit hati "orang beriman® itu me-
mang beralasan. Karenanya, kita peru
menengok kenyataan-kenyalaan sejarah.
Pada masa lalu ketidakadilan pada kawu-
la alit dikerjakan para raja Jawa atas
nama Tuhan (khalifatullah). Juga istilah
gung binathara (pengejawantahan dewa),
ambaudhendha (berkuasa mutlak), dan
panatagama (penata agama) sering disa-
lahgunakan untuk kepentingan kekuasa-
an. Di masa Kini pun “dakwah yang sejuk”
sering dipakai alasan untuk mengerem
protes sosial (pemogokan, demonstrasi
menuntut HAM, demonstrasi menuntut
keadilan, tuntutan demokratisasi, kritik di
media massa, khotbah-khotbah “"keras”).
Atas nama Tuhan orang bisa berlindak
tidak adil terhadap sesamanya.

UUD menghendaki adanya feosen-
trisme humanistis, agama yang peduli ke-
pada nasib anak masusia. Selain itu, di-
harapkan di antaranya bahwa semua pa-
sal dalam UUD - - termasuk pasal me-
ngenai agama - - dapat menjadi social
force. Ini jelas dalam kalimat, *...Undang-

Undang Dasar harus mengandung isi
yang mewajibkan pemenntah dan lain-
lain penyelenggara negara untuk memeli-
hara budi pekerti kemanusiaan yang lu-
hur dan memegang teguh cita-cita moral
rakyat yang luhur." Dengan kata lain,
pendekatan fungsional atas agama ada-
lah amanat UUD. Maka dan itu, UUD
menginginkan agama yang aktif, bukan
agama yang lumpuh; agama sebagai in-
dependent variable, bukan agama yang
sekedar jadi dependent variable.

Dengan dua kriteria itulah (teosentris-
me humanistis, social force) kita akan
melihal agama(-agama) di Indonesia. Ki-
ta akan mempertimbangkan agama dari
segi fungsinya, tidak dari segi substansi-
nya, yaitu fungsinya dalam kohesi sosial.

2. Definisi Agama, Mistisisme, dan
Sekularisasi

Definisi Agama. Apa saja yang termasuk
agama pastilah sulit didefinisikan. Max
Weber dalam The Sociology of Religion
(1964: 1) menyatakan bahwa definisi itu
akan jatuh di bagian akhir pembahasan.
Demikian juga kalau kita mengambil defi-
nisi dari para ahli sosiologi, pasti berbeda
dengan praklik penyelenggaraan negara
dan pemerintahan di Indonesia. R.N.
Bellah mencoba mendefinisikan agama
sebagai “a set of symbolic forms and acts
which relate man to the ultimate conditi-
ons of his existence" (Bellah dalam Ro-
bertson, 1971: 263). Berdasarkan definisi
ini Aliran Kepercayaan (Kepercayaan ter-
hadap Tuhan Yang Maha Esa) yang se-
cara teoretis dalam praktik kenegaraan
Indonesia adalah budaya spiritual dan
dalam praktik pemerintahan masuk dalam

*) Makalah disampaikan pada “Seminar Nasional Agama dan Pembinaan Ketahanan Nasional* yang
diselenggarakan oleh Program Studi Ketahanan Nasional Program Pascasarjana, UGM, tanggal 9 -

10 Desember 1997 di Yogyakarta.
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Sekularisasi. Sekularisasi adalah “the
process by which sectors of society and
culture are removed from the domination
of religious institutions and symbols” (Ber-
ger, 1969: 107). Ada prediksi bahwa pa-
da akhimya kemanusiaan akan menuju
pada masyarakat sekuler, demikian di-
nyatakan oleh Peacock dan Kirsch dalam
The Human Direction (1970). Menurut pe-
ngertian ini sekularisasi adalah suatu pro-
ses. Sekuler dan agama memang dua
kutub, namun antara keduanya ada kon-
tinum. Dari pengertian tentang proses ini
kita dapat berbicara tentang sekularisasi
di Indonesia. Dalam hal ini kita perlu
membedakan negara (political entity) dan
masyarakat (social entity). Pancasila ada-
lah ideologi negara yang “bukan negara
sekuler, tetapi juga bukan negara aga-
ma". Namun, sistem pengetahuan ma-
syarakat dapat saja berbeda dengan ide-
ologi negara. Selama ini ideologi negara
Pancasila tidak berubah, sedangkan ma-
syarakal dapat saja berubah. Rentang
sekularisasi tidak bagi negara, tetapi bagi
masyarakal, bukan masalah teoritis, teta-
pi masalah empirs.

Penelitian sosial mengenai sekularisa-
si belum dilakukan, barangkali karena
perhatian kita belum sampai ke sana atau
karena masalah itu termasuk sensitif. Di
kota-kota besar sekularisasi itu sudah ter-
Jadi. Korupsi, kolusi, dan monopoli me-
nunjukkan bahwa ada pemisahan antara
agama dan ekonomi. Mengajukan Marx-

isme sebagai ideologi politik, pada masa”

lalu adalah gejala sekularisasi dalam po-
litik, agama dipisahkan dari politik. Ada
juga gejala intellectual secularization,
agama dipisahkan dari ilmu. Semua itu
adalah gejala objective secularization, se-
kularisasi yang terjadi pada dataran so-
sial-struktural (Berger, 1969: 107). Perse-
lingkuhan seksual, perasaan tidak rele-
vannya agama dalam persoalan-perso-
alan individual dalam kehidupan sehari-
hari, dan perasaan bahwa agama tidak
bisa memecahkan masalah-masalah mo-
dern adalah subjective secularization, se-
kularisasi dalam dataran kesadaran (Ber-
ger, 1969 : 108-109).

Paling banyak terjadi ialah unconsci-
ous objective secularization, yaitu mereka

yang karena ketidaktahuan mengenai
agama dan mengenai masalah sosial-
struktural serta kultural melakukan seku-
larisasi. Mereka tidak tahu bagaimana
mengaitkan agama dengan institusi so-
sial lain, seperti ekonomi, politik, dan
ilmu. Orang-orang desa, ulama tradisi-
onal, dan orang “modern” yang awam
agama sangat mungkin terkena sekular-
isasi jenis ini. Sementara itu, ada sego-
longan kaum intelektual dan politisi yang
secara sadar menganjurkan sekularisme
atau spatialism, mereka juga tidak meli-
hat hubungan antara agama dan institusi
sosial lain. Penelitian tentang sekularisasi
di Indonesia sulit dilakukan, karena orang
sulit membedakan sekularisasi sosiologis
dengan sekularisasi filosofis (baca Ma-
djid, 1987: 221-233, 257-260). Orang
juga sering menyalahartikan sekularisme
sebagai ateisme, tidak beragama sebagai
tidak ber-Tuhan.

Perbedaan pikiran tentang sekularisa-
si muncul karena ada perubahan dalam
penghayatan agama. Menurut Shiner
(Shiner dalam Newman, 1974: 304-322)
ada enam pola sekularisasi yang dalam
penelitian empiris cenderung tidak eks-
klusif, tetapi menuju ke arah kombinasi.
Pertama, menurunnya agama yang ber-
puncak pada masyarakat tidak beraga-
ma. Terjadi bila simbol, ajaran, dan insti-
tusi-institusi keagamaan kehilangan pres-
tise dan pengaruh. Kedua, konformitas
dengan “dunia® yang berpuncak pada
masyarakal yang semata-mata tersedot
masalah-masalah pragmatis masa Kkini.
Terjadi bila masyarakal beragama mulai
meninggalkan yang supematural dan ter-
tarik pada “dunia”. Ketiga, terpisahnya
Mmasyarakat dani agama yang berpuncak
pada agama yang semata-mata inward
looking, tidak berpengaruh pada institusi
sosial maupun masyarakat secara kese-
luruhan di luar kelompok keagamaan itu
sendiri. Keempat, perubahan kedudukan
(transposition) kepercayaan dan institusi
keagamaan yang memuncak pada aga-
ma yang secara menyeluruh bersifat an-
tropologis dan masyarakat yang sepe-
nuhnya mengambil-alih fungsi-fungsi
yang semula diemban oleh lembaga-
lembaga keagamaan. Gejala ini terjadi
bila pengetahuan, perilaku, dan lembaga-
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strak, masyarakat ilmu, dan sebagainya.
Dalam budaya tema yang paling sering
dibicarakan ialah alienation (keterasing-
an). Keterasingan adalah perasaan tidak
berdaya, tidak bermakna, dan terpencil.
Marx mula-mula memunculkan istilah
keterasingan dalam kaitannya dengan
sistem ekonomi. la berpendapat bahwa
keterasingan terjadi atas kaum buruh da-
lam cara produksi kapitalis. Buruh men-
jadi terasing karena kehilangan kontrol
atas produksinya.

Fromm (1966: 111-137) mengungkap-
kan kembali masalah pengaruh kapitalis-
me ini, tetapi dar sudut pandang psikolo-
gi. Baik manajer maupun buruh sama-
sama mengalami keterasingan. Kedua-
nya tidak berdaya menghadapi mesin
ekonomi, kehilangan diri sendiri, menjadi
atom-atom, bekerja sesuai dengan pe-
rintah di luar dirinya. Demikian juga ma-
nusia mangalami keterasingan karena
ada birokratisasi. Hubungan antarorang
hanyalah hubungan antara dua abstraksi,
dua mesin yang bemafas. Hubungan
orang dengan diri sendiri juga demikian,
setiap orang merasa bahwa dirinya ha-
nya sebuah komoditas.

Mungkin tema alienation terlalu speku-
latif bagi ilmu-ilmu sosial. Dalam ilmu so-
sial Riesman dkk. (1953) dan Slater
(1971) menemukan tema kesepian (lone-
liness) yang lebih empirs. Riesman dkk.
membagi orang menjadi tiga tipe, yaitu
tradition-directed, inner-directed, dan out-
er-directed. Orang modern cenderung
outer-directed, pribadi yang hidup atas
desakan kekuatan di luar dirinya, pribadi
hanya melalukan konformitas. Sementara
itu, Slater melihat bahwa kesepian itu di-
sebabkan individualisme, hilang rasa ko-
munitas, keterlibatan, dan saling keter-
gantungan.

Penelitian memang belum dilakukan di
Indonesia sehingga ulasan kita lebih ber-
sifat teoretis daripada empiris. Akan te-
tapi, baik alienation maupun loneliness
mungkin saja dialami oleh para buruh,
manajer, pegawai, dan penduduk kota
besar umumnya. Akademisi “menara ga-
ding", ahli-ahli riset, eksekutif, dan para
elite cenderung mengalami keterasingan
atau kesepian.

Agama dapat memberikan dukungan,
hiburan, dan rekonsiliasi (fungsi ke-1)
demikian pula ia memberikan rasa aman
dan identitas (fungsi ke-2). Alienation
sebagaimana ditakutkan Fromm, bahwa
orang akan menjadi mesin kiranya dapat
ditepis karena orang mempunyai *jalan
keluar” melalui nilai-nilai transendental.
Demikian pula apa yang disebutkan Ries-
man dkk. sebagai outer-directed, kiranya
tradition-directed dan inner-directed pasti-
lah ditemui dalam tradisi beragama dan
kesadaran transendental yang sangat pri-
badi. Secara teoretis orang beragama
tidak akan mengalami kesepian karena
outer-directed.

4. Kebijakan

Organisasi sosial agama (the social
organization of faith) itu berbeda satu de-
ngan lainnya sehingga setiap agama da-
pat mempunyai sosiologi sendiri. Lagi pu-
la setting sosial setiap agama juga ber-
beda. Kristen di Amerika akan berbeda
dengan Kristen di Indonesia. Akan terli-
hat, misalnya, fungsi agama dalam sosio-
logi O'Dea pasti didasarkan pada agama
Kristen dalam masyarakat Amerika yang
sekuler.

Islam sebagai Organisasi. Organisasi
sosial Islam pada masa kini bergerak
seputar dua bentuk, yailu sufisme dan
syariat. Sufisme (tasauf, tarikat, mistisis-
me) merupakan bagian kecil dan umat
tergabung dalam gerakan-gerakan, di an-
taranya ialah Naqshibandiyah, Qadiriyah,
Nagshibandiyah wal-Qadiriyah, dan sya-
dziliyah. Tarekat merupakan secret socie-
ty, yang masuknya perlu ber-bai'at (janji
kesetiaan) pada guru dan seorang ang-
gota akan diberi jjazah (amalan) oleh
guru. Masyarakal rahasia tarikat dihu-
bungkan dengan silsilah keguruan se-
hingga menjadi semacam mata rantai ge-
rakan. Kesempurnaan spiritual adalah tu-
juan utama dari gerakan tarikat. Karena
sifatnya yang sangat individual, tidak da-
pat diharapkan sebagai social force.
Demikian pula “mistisisme lepas”, mistis-
isme yang do it yourself, belajar dari
buku-buku di pasaran, tidak terorganisasi
dalam secret society, tanpa hubungan
guru-murid, tanpa silsilah. Sifatnya yang
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individual tidak menjadikannya social
force, semacam privatization. Politisasi
mistisisme (termasuk Aliran Kepercaya-
an) adalah contradictio in terminis; politik
bersifat publik, mistisisme bersifat privat.
Stralegis dalam jangka pendek, tetapi
merugikan - bangsa dalam jangka pan-
jang. Politisasi juga merugikan gerakan
mistisisme itu sendii sebab daya tarik
terkuat dari mistisisme ialah sifatnya: se-
bagai secret society, jadi anggota-anggo-
tanya mempunyai perasaan sebagai
orang terpilih.

Syariat merupakan open society, ter-
buka, semua orang bisa bergabung, tan-
pa ikatan, tanpa hubungan guru-mund,
tanpa bai'at-jazah, tanpa catatan. Tidak
ada catatan resmi mengenai anggota ja-
maah sebuah masjid, dan umat secara
keseluruhan. Bentuk utama syariat ber-
gerak sekitar masjid, sebuah organisasi
nonformal. Dalam masyarakat ada pe-
ngajian, yasinan, selamatan, upacara si-
kius kehidupan (pribadi, masyarakat). Se-
lain itu, ada organisasi formal dalam or-
mas-ommas, seperti NU, Muhammadiyah,
Perti, Syarikat Islam, Persis, Jamiyatul
Wasliyah, dan Al-irsyad. Birokratisasi
agama dalam Depag temmasuk dalam
bentuk ini. Karena sifatnya yang terbuka,
di sinilah seharusnya agama dapat men-
jadi social force. Kita harus dapat me-
manfaatkan fungsi syariat dalam meno-
pang kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara.

Secara organisatoris, Islam juga ter-
bagi ke dalam dua kategori, yaitu main-
stream (arus utama) dan splinter group
(kelompok sempalan). Apa yang biasa di-
sebut sebagai tradisionalis dan modernis
adalah mainstream Islam. Gerakan-ge-
rakan seperti Darul Hadis, Darul Argam,
dan Jamaah Tabligh adalah splinter gro-
up. Telah terjadi politisasi terhadap ke-
lompok sempalan, ketika Darul Hadis
dulu dimasukkan dalam Golkar (sekarang
bernama LDII).

Langkah-langkah. Perfama, semua ben-
tuk rekayasa (termasuk politisasi) harus
dihindarkan. Sejarah telah membuktikan
bahwa segala macam rekayasa tidak
berhasil sebagaimana diharapkan. Politik
Etis pemerintah kolonial yang diharapkan

menghasilkan elite pribumi yang meng-
adopsi kebudayaan Belanda, malah
menghasilkan nasionalisme. Di Jaman
Jepang, latihan kiyai, pembentukan Ma-
syumi, dan pengorganisasian Hizbullah,
malah menjadi tempat latihan bagi umat
Islam untuk mengorganisasi diri secara
politik dan militer. Peminggiran Islam dari
politik pada tahun 1970-1990 adalah
blessing in disguise karena umat Islam
justru mengalami mobilitas sosial pada
tahun-tahun itu. Selain itu, rekayasa ha-
nya akan menimbulkan martyrdom; tidak
baik untuk suatu agama dan tidak sehat
bagi masyarakat. Kedua, jangan lagi ber-
pikir secara kolonial dengan membe-
dakan “Islam Politik" dan "Islam Ibadah".
Gantilah dengan berpikir “I/slam sub-
stance” dan “Islam form", “Islam sub-
stansi® itu hukumnya wajib, sedangkan
“Islam bentuk® itu hukumnya mubah.
Artinya, substansi Islam (rukun Islam, ru-
kun iman) itu wajib dilaksanakan,
sedangkan bentuknya (ikut ommas apa
saja, partai apa saja) boleh-boleh saja.
Atau, perbedaan antara substansi Islam
dan simbol Islam. Substansi Islam dalam
masyarakat, berbangsa, dan bernegara
adalah keadilan, amanah, demokrasi,
HAM, dan rule of law yang hukumnya wa-
jib. Sementara Islam simbolis ialah meli-
puti media massa tentang seremoni-sere-
moni keagamaan, pengajian di TV, sema-
kan Al-quran, ungkapan-ungkapan “sa-
lam" Islam, doa bersama dalam banyak
kesempatan, MTQ, pameran kaligrafi, bu-
sana muslimah, dan sebagainya yang
hukumnya sunah. Simbol itu penting
sebagai syiar, tetapi jangan malah dilu-
pakan substansinya. Ketiga, kita harus
pandai menggunakan agama sebagai kri-
tik sosial (fungsi ke-4). Agama dengan
nilai-nilai transendental, nonkelas, tidak
akan terlibat dalam kepentingan golong-
an. Kritik agama akan adil sehingga tran-
sformasi masyarakat, bangsa, dan nega-
ra berjalan secara lembut.

5. Simpulan

Memakai tolok-ukur UUD, yaitu teo-
sentrisme humanistis dan agama sebagai
social force, maka mistisisme hanya me-
menuhi kriteria pertama, tetapi gagal me-
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menuhi kriteria kedua, sedangkan agama
memenuhi kedua-duanya. Kohesi sosial
dalam masyarakat besar hanya dapat di-
lakukan melalui syariat agama. Dalam
masyarakat plural ada baiknya dipikirkan
pertumbuhan Pancasila sebagai - - apa
yang disebut Bellah (Bellah dalam New-
man, 1974: 328-348) - - “civil religion”.
Kalau “civil religion” di Amerika bersifat
sekuler, “civil religion” di Indonesia berda-
sar pada agama (-agama). Dengan de-
mikian, Indonesia akan menjadi (Ghan-
dian) experiment with truth menuju kepa-
da higher humanity, kemanusiaan yang
adil dan beradab. Untuk itu, yang kita
periukan ialah objektifikasi agama (- aga-
ma) (Mengenai istilah objektifikasi, lihat
Kuntowijoyo, 1997 : 65 — 78).
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